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Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI ACEH SELATAN,
bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan
mobilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenAceh Selatan yang telah diatur dalam Peraturan BupatiAceh Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang TunjanganPerumahan dan Tunjangan Transportasi bagi AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Oanun
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, perludilakukan Perubahan dan penyesuaian kembali atas
besaran tunjangan perumahan dan transportasi:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan BupatiAceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiAceh Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang TunjanganPerumahan dan Tunjangan Transportasi bagi AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan:

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092):

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah IstimewaAceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3893):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Menetapkan :

10.

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),N
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagiamana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
Ganun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan
(Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2):

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.



Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRK
diberikan maksimum Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
per orang setiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7
Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRK
diberikan maksimum Rp.12.000.000,- (dua belas juta
rupiah) per orang setiap bulan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 39 Desember 2021 M

um ilAwal 1443 H
BUPATI LATAN

30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

BERITA DAERAH

UA SYAZALISMA

H SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 55


